
a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu
persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu
dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat;

b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan
kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Cirebon.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Cirebon.

7. Satuan Kerja Perangkat Kerja yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah,
Kecamatan dan Lembaga Lain.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAANUJIAN DINAS DANUJIAN PENYESUAIAN
KENAlKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENCIREBON.

MEMUTUSKAN:

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat
bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat
Tanda Tamat Belajarjljazah;

Menetapkan



8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada
suatu lembaga pendidikan.

8. Ujian Dinas adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS
yang berpangkat Pengatur Tingkat I (Golongan Ruang
II/ d) yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya
menjadi Penata Muda (Golongan Ruang III/a) dan PNS
yang berpangkat Penata Tingkat I (Golongan Ruang
1111d) yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya
menjadi Pembina (Golongan Ruang IV/a).

9. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya
disingkat UPKP adalah ujian yang dipersyaratkan bagi
PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat
pilihan karena memperoleh STTB/ijazah yang
setingkat lebih tingkat.

10. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai
Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat.

11. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP/ sertifikat
adalah Surat yang diberikan kepada PNS yang telah
mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat.

12. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKPI Sertifikat
adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah
mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat.

13. STTB/ljazah adalah surat tanda tamat belajar yang
dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

14. Fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP adalah kegiatan yang
dilaksanakan oleh BKPSDM dalam rangka
memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP bagi
PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon.

15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam
rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sebagai dasar penggajian.

16. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan
atas pre stasi kerja dan pengabdian PNS terhadap
Negara.

17. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan
penghargaan yang diberikan kepada PNS atas pre stasi
kerjanya yang tinggi.

18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.



(1) Ujian Dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok
yaitu:
a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari

Pengatur Tingkat 1 (Golongan Ruang III d) menjadi
Penata Muda (Golongan Ruang 1111a); dan

b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari
Penata Tingkat I (Golongan Ruang 1111d) menjadi
Pembina (Golongan Ruang IVI a).

(2) UPKP dikelompokan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :
a. UPKP menjadi Pengatur Muda (Golongan Ruang III a)

bagi yang memiliki 8urat Tanda Tamat Belajar /Ijazah
8ekolah Menengah Atas dan/ atau Diploma I yang
berpangkat minimal Juru Tingkat I (Golongan Ruang
II d) dengan masa kerja 1 (satu) tahun;

b. UPKP menjadi Pengatur (Golongan Ruang III c) bagi
yang memiliki Ijazah 8arjana Muda atau Diploma III
yang berpangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I
(Golongan Ruang II/b) mas a kerja 2 (dua) tahun;

c. UPKP menjadi Penata Muda (Golongan Ruang 1111a)
bagi yang memiliki Ijazah 8arjana (81) atau Diploma
IV yang berpangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I
(Golongan Ruang II/b) masa kerja 2 (dua) tahun,
serta yang memiliki Ijazah 8arjana (81) atau Diploma
IV kualifikasi Pendidikan Teknik 8ipil, Teknik
Lingkungan, Teknik Irigasi, Teknik Pertambangan,
Planalogi dan Pariwisata yang berpangkat minimal
Pengatur Muda (Golongan Ruang Ilia) masa kerja 1
(satu) tahun;

d. UPKP menjadi Penata Muda Tingkat I (Golongan
Ruang III/b) bagi yang memiliki Ijazah Dokter,
Apoteker, dan Magister (82) atau ijazah lain yang
setara serta berpangkat minimal Penata Muda
(Golongan Ruang 111/ a) masa kerja 1 (satu) tahun;
dan

BAB III
PENGELOMPOKANUJIAN DINA8DANUPKP

Pasal3

Ruang lingkup pengaturan Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah :
a. Pengelompokan Ujian Dinas dan UPKP;
b. Peserta Ujian Dinas dan UPKP;
c. Pengelola dan Penanggung Jawab Ujian Dinas dan

UPKP;
d. Persyaratan dan Kriteria;
e. Tahapan Penyelenggaraan Ujian dan Berkas

Persyara tan;
f. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP;
g. Pembobotan Penilaian Ujian Dinas;
h. Materi Ujian;
1. Kelulusan dan 8ertifikat.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal2



(1) Peserta UPKP adalah PN8 yang akan diusulkan
mendapatkan kenaikan pangkat pilihan karena
memperoleh 8TTB/ljazah setingkat lebih tinggi dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UPKP.

(2) PN8 yang dikecualikan dari UPKP adalah pejabat
fungsional yang sudah terpenuhi angka kreditnya.

Pasa15

(1) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat
Pengatur Tingkat I (Golongan Ruang II/d) dan Penata
Tingkat I (Golongan Ruang 111/d) yang akan diusulkan
kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
disyaratkan mengikuti dan lulus ujian dinas.

(2) PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila :
a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah

menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
b. Akan diberikan kenaikan pangkat karen a menemukan

penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :

1.Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun; dan
3. Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat

bekerja lagi dalam semua jabatan oleh tim penguji
kesehatan.

d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan :
1. Diklatpim Tingkat IVuntuk Ujian Dinas tingkat I;
2. Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas tingkat II.

e. Telah memperoleh :
1. Ijazah 8arjana (81) atau Diploma IV untuk ujian
dinas tingkat I;

2.ljazah Dokter, Ijazah Apoteker serta Magister (82)
atau Doktor (83) untuk ujian dinas tingkat II.

f.Menduduki jabatan fungsional yang kenaikan
pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka
kredit.

BABIV
PESERTAUJIANDINASDANPESERTAUPKP

Pasa14

e. UPKP menjadi Penata (Golongan Ruang III/c) bagi
yang memiliki Ijazah Doktor (S3) yang berpangkat
minimal Penata Muda Tingkat I (golongan Ruang
III/b) masa kerja 1 (satu) tahun.



(1) Dalam hal kewenangan melaksanakan Ujian Dinas dan
UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a dan huruf b, Pengelola dan Penanggung Jawab
mempunyai tugas :
a. Mengumumkan pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
b. Menerima dan meneliti dan memeriksa kelengkapan

berkas;
c. Menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi

syarat;
d. Melaksanakan ujian menggunakan Computer Assisted

Test (CAT);
e. Melaksanakan ujian presentasi dan wawancara;
f. Menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian;
g. Mengumumkan hasil pelaksanaan ujian; dan
h. Menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)

dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPKP)bagi peserta yang lulus.

(2) Dalam hal kewenangan memfasilitasi Ujian Dinas dan
UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf c, Pengelola dan Penanggung Jawab mempunyai
tugas:
a. Mengumumkan pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
b. Menerima dan meneliti dan memeriksa kelengkapan

berkas;
c. Menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi

syarat;
d. Menyusun MOU dengan pihak ketiga dalam

melaksanakan Ujian Dinas dan UPKP;
e. Menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian;
f. Mengumumkan hasil pelaksanaan ujian; dan
g. Menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)

dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPKP)bagi peserta yang lulus.

Pasa17

(1) Pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan Ujian
Dinas dan UPKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon adalah Perangkat Daerah yang menangani
urusan kepegawaian.

(2) Pengelola dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk :
a. Melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon;

b. Melaksanakan UPKP bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

c. Memfasilitasi Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS
Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan pihak ketiga.

BABV
PENGELOLADANPENANGGUNGJAWABUJIAN DINASDAN

UPKP
Pasal6



(1) Dalam hal kewenangan melaksanakan Ujian Dinas dan
UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a dan huruf b, Pengelola dan Penanggung Jawab
mempunyai tugas :
a. Mengumumkan pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
b. Menerima dan meneliti dan memeriksa kelengkapan

berkas;
c. Menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi

syarat;
d. Melaksanakan ujian menggunakan ComputerAssisted

Test (CAT);
e. Melaksanakan ujian presentasi dan wawancara;
f. Menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian;
g. Mengumumkan hasil pelaksanaan ujian; dan
h. Menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)

dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPKP)bagi peserta yang lulus.

(2) Dalam hal kewenangan memfasilitasi Ujian Dinas dan
UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf c, Pengelola dan Penanggung Jawab mempunyai
tugas:
a. Mengumumkan pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
b. Menerima dan meneliti dan memeriksa kelengkapan

berkas;
c. Menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi

syarat;
d. Menyusun MOU dengan pihak ketiga dalam

melaksanakan Ujian Dinas dan UPKP;
e. Menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian;
f. Mengumumkan hasil pelaksanaan ujian; dan
g. Menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)

dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPKP)bagi peserta yang lulus.

Pasal 7

(1) Pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan Ujian
Dinas dan UPKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon adalah Perangkat Daerah yang menangani
urusan kepegawaian.

(2) Pengelola dan Penanggung J awab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk :
a. Melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon;

b. Melaksanakan UPKP bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

c. Memfasilitasi Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS
Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan pihak ketiga.

BABV
PENGELOLADANPENANGGUNGJAWABUJIAN DINASDAN

UPKP
Pasal6



Peserta UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus
memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
a. PNS yang memperoleh STTB/ljazah pendidikan formal

yang lebih tinggi;
b. Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ijazah

yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri
dan/ atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi
swasta yang telah diakreditasi dan/ atau telah mendapat
izm penyelenggaraan dari Menteri yang berwenang
menyelenggarakan pendidikan;

c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi
di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui
dan ditetapkan sederajat oleh Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain
yang menyelenggarakan pendidikan;

d. Diangkat dalam jabatari/ diberi tugas yang memerlukan
pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang
diperoleh;

e. Memiliki Surat izin Belajar yang telah ditetapkan oleh
pejabat berwenang;

f. Sekurang-kurarignya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat
terakhir;

Pasal10

Peserta Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
a. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (Golongan Ruang

11/d) bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan memiliki
pangkat Penata Tingkat I (Golongan Ruang III/d) bagi
peserta Ujian Dinas Tingkat II yang menduduki jabatan
dipersyaratkan pangkat yang diduduki;

b. Setiap unsur para Penilaian Prestasi Kinerja PNS
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

c. Tidak termasuk yang dikecualikan dalam ujian dinas;
d. Tidak sedang dalam keadaan :

1. Diberhentikan sementara dari jabatan;
2. Menerima uang tunggu;
3. Menjalani cuti diluar tanggungan negara;
4. Menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan

kenaikan pangkat dan/ atau jenis hukuman disiplin
sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat
lainnya.

e. Diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BABVI
PERSYARATANDANKRITERIA

Pasal9

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan
dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 dapat membentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas dan
UPKPKabupaten Cirebon.

Pasal8



(1) Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan dengan tahapan
sebagai beriku t :
a. Pendaftaran peserta;
b. Seleksi berkas;
c. Ujian dengan menggunakan Computer Assisted Test

(CAT);
d. Presentasi dan wawancara;
e. Pengumuman hasil ujian; dan
f. Penerbitan sertifikat.

(2) Calon peserta Ujian Dinas diusulkan oleh masing-masing
pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan :
a. Biodata calon peserta ujian;
b. Membuat makalah;
c. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh

instansi berwenang;
d. Fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja PNS; 2 (dua) tahun

terakhir yang telah dilegalisir;
e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah

dilegalisir pejabat yang berwenang;
f. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman

disiplin dari pimpinan Perangkat Daerah;
g. Pas foto terbaru ukuran 4x6 ern sebanyak 3 (tiga)

lembar.
(3) Calon peserta UPKP diusulkan oleh masing-masing

pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan :
a. Biodata calon peserta ujian;
b. Membuat makalah;
c. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh

instansi berwenang;
d. Fotokopi ijazah dan transkip nilai yang akan

disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir pejabat
yang berwenang;

e. Fotokopi izin penyelenggaraan program studi dan/ atau
akreditasi dari pejabat yang berwenang dan surat
keterangan lainnya yang terkait dengan ijazah yang
telah dilegalisir;

f. Fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja PNS, 2 (dua) tahun
terakhir yang telah dilegalisir;

g. Fotokopi SK Penempatan PNS;
h. Usulan penempatan PNS yang baru sesuai formasi

dengan melampirkan uraian tugas;
i. Fotokopi surat izin belajar;

BABVII
TAHAPANDANBERKASPERSYARATAN

Pasal 11

g. Setiap unsur pada Penilaian Prestasi Kinerja PNS
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang berupa
penundaan kenaikan pangkat dan/ atau jenis hukuman
disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin
berat;

1. Diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.



Perkantoran;
Tes Substansi Instansi;
Renstra/ RPJMD;
SOTK.

Materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
adalah sebagai berikut :
a. Ujian ComputerAssisted Test (CAT),terdiri dari :

1. Materi Ujian Dinas Tingkat I, terdiri dari :
a) Paneasila;
b) UUD 1945;
e) Sejarah Indonesia;
d) Bahasa Indonesia;
e) RPJMN;
f) Peraturan Kepegawaian;
g) KORPRI;
h)
i)
j)
k)

BABX
MATERIUJIAN

Pasal 14

Pembobotan penilaian Ujian Dinas menggunakan metode
CATBKN terdiri dari :
a. Computer Asissted Test (CAT)dengan bobot total penilaian

50% (lima puluh persen);
b. Wawaneara serta pemahaman materi dengan bobot

penilaian 50% (lima puluh persen).

BABIX
PEMBOBOTANPENILAIANUJIAN DINAS

Pasal 13

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat dengan Metode CAT BKN dapat
dilaksanakan di kantor BKN Pusat, kantor regional BKN,
kantor unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian
Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN),
darr/atau lokasi lain yang disepakati antara BKN/Kantor
Regional BKN dengan instansi penyelenggara ujian.

BABVIII
PENYELENGGARAANUJIAN DINASDANUPKP

Pasal 12

J. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman
disiplin dari pimpinan Perangkat Daerah;

k. Pas foto terbaru ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga)
lembar.

(4) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak
memenuhi kriteria dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) dan tidak dapat mengikuti tahapan ujian
selanjutnya.

(5) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan
dapat diikutsertakan ke tahap seleksi berikutnya.



(1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPP pada masing­
masing materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 adalah angka 0-100 yang evaluasinya dilakukan oleh
tim penilai.

(2) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPKP didasarkan
pada Nilai Tertinggi (Rangking) berdasarkan jumlah total
nilai dari seluruh komponen penilaian.

(3) PNS yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan Ujian
Dinas tingkat I minimal 65 (enam puluh lima).

(4) PNS yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan Ujian
Dinas Tingkat II minimal 70 (tujuh puluh).

BABXI
KELULUSANDANSERTIFlKAT

Pasal 15

2. Materi Ujian Dinas Tingkat II, terdiri dari :
a) Pancasila;
b) UUD 1945;
c) Sejarah Indonesia;
d) Bahasa Indonesia;
e) RPJMN;
f) Peraturan Kepegawaian;
g) KORPRI;
h) Perkembangan Politik Dalam Negeri;
i) Perkembangan Politik Luar Negeri;
j) Teori Kepemimpinan;
k) Fungsi Manajemen;
1) Renstraj RPJMD;
m) SOTK.

3. Jenis dan Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
SMP dan SMA:
a) Pancasila;
b) UUD 1945;
c) Sejarah Indonesia;
d) Bahasa Indonesia;
e) Administrasi Perkantoran;
f) Peraturan Kepegawaian;
g) Pelayanan Publik;
h) RenstrajRPJMD;
i) SOTK.

4. Jenis dan Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
D3 sampai dengan S2 :
a) Pancasila;
b) UUD 1945;
c) Sejarah Indonesia;
d) Bahasa Indonesia;
e) Peraturan Kepegawaian;
f) Pelayanan Publik;
g) Good Governance;
h) Kebijakan Publik ;
i) RenstrajRPJMD;
j) SOTK;
k) Bahasa Inggris.

b. Presentasi; dan
c. Wawancara.



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BABXIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 18

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku
dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan
kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

BABXII
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 17

(1) PNS peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan
STLUD1sertifikat.

(2) PNS Peserta UPKP yang dinyatakan lulus diberikan
STLUPKP1sertifikat.

Pasal 16

(5) PNS yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan UPKP
SMP DANSMAminimal 60 (enam puluh).

(6) PNS yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan UPKP
DIII/SI minimal 65 (enam puluh lima).

(7) PNS yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan UPKP
S2/S3 minimal 70 (tujuh puluh).

(8) PNS yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada ujian
pertama, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti
ujian ulang/rernedial sebanyak 1 (satu) kali, yang
teknisnya dilaksanakan oleh BKPSDM setelah
berkoordinasi dengan Kantor Regional III BKN, serta
hasilnya akan dilaporkan melalui Berita Acara tersendiri.



'I
TEN CIREBON TAHUN2023 NOMOR

IMRON

TID

BUPATICIREBON,

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2023

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 19


